
(1) Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pcdouian untuk 
menyusun Slandar llarga Satuan clalam rangka penyusunan rencana anggaran 
dan pclaksanaan kegiatan yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupau ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, 
ckonomis. cransparan, efektifitas dan pcrlauttlr· iawaban dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat. \ 

PasaJ 2 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialrui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Kewcnangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! adalah hak yang rnerupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa 
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

6. Kcwenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepenringan masyarakat Desa yang telah dtjalankan olch Dcsa, 
mampu dan cfcktif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karenu 
perkcmbangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

7. Musyawarah Dcsa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut 
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, 
pemerintah uesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan 
permusyawaratan Desa untuk menycpakati hal yang bcrsifat stratcgis 

8. Perncrinrah ()<'AA adalah Kepala Desa atau yang discbut dengan narna Jain 
dibaruu perangkat Dcsa sebagai unsui penyelenggara Pemerintahan Desa; 

9. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerint.ahan dan 
kepentmgan masyarakat setempat daJam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

10 .• Jumlah Dcsa adalah jurnlah Desa yang dite-iapkan olch Menteri Dalarr Negeri. 
11. Badan Pcrmusyawa.ratan Desa yang selanjuuiya disingkac BPD adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya mcrupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan ketcrwa.k.ilan wiJayah dan ditctapkan sccara 
Demokratis. 

l2. Rcncana Pembangunan .Jangka Mcncngah Desa, selanjutnya disingkat RP .. IM 
Dcsa, adalah Renc<1na KcRiatan Pcmbangunan Desa uncuk [angka wakru 6 
(cnam) tahun, 

I 3. Rencana Kerja Pernerintah Dcsa, selanjutnya disebut !-<KP Desa, adalah 
penjuburan dar i RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang sclanjutnya disingkat APBN 
adalab rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat- 

! 5. Anggaran Pendapatan <Ian Bclanja Desa, yang selanjutnya dismgkat Af'~Uesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pernerintahan Dcsa. 

16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang pemenntahan desa vang menampung seluruh penerimaan 
Dcsa dan untuk mcmbaya.r scluruh pengeluuran Desa pada Bank yang 
diietapkan. 

17. Keuangan Desa adaJah semua hak dan kewajiban Desa yan~ dapat dinilai 
dengon uang serta scgala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pclaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kcseluruhan kegiatan yang meliputi 
percncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan perranggungjawaban. 

19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh 
KcpaJa Dcsa setelah dibuhas dan disepakati bersama Sadan Permusyawaratan 
Dcsa. 
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(1) Kelompok belanja Honorarium sebagairnana dimaksud pada pasal 4 huruf a 
ya.itu: 
a. narasumber/Penr.eramah/Pematcri/Pengajar untuk Kegiatan Seminar, Rapat, 

Sosialisasi, Bimtek dll; 
b. honorarium panitia pelaksana kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Bimtek 

dll. 
(2) Kelompok belanja perjalanan dinas scbagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b 

yaitu: 
a. perjalanan dinas dalarn Kabupaten; 
b. perjalanan dinas Juar Kabupaten; 
c. belanja kursus pelatihan. 

(3) Kelompok belanja makan/minum sebagairnana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) 
huruf c yaitu: 
a. belanja makan rninurn umwn; 
b. belanja rnakan rninum kegiatan. 

(4) Kelompok belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Bacaan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 huruf d yaitu: 
a. belanja alat tulis kantor (ATK); 
b. belanja bahan bacaan. 

(5) Kelompok belanja Pemcliharaan/ Peralatan/Perlengkapan Kantor sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 huruf e yaiiu: 
a. jasa pemeliharaan peralatan gedung; 
b. suku cadang kendaraan dinas; 
c. DDM/Pclumas\\ ,, 
d. .Jasa servis. \ 

Pasal 5 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi jenis belanja: 
a. 'belanja honorarium; 
b. belanja perjalanan dinas; 
c. belanja makan rninurn; 
d , belanja alat tulis kantor dan bahan bacaan; 
e. belanja sewa perneliharaan/peralatan/perlengkapan kantor, 

BAB IV 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 

(11 Dalam rnelaksanakan kegiatan belanja langsung maupun tidak Iangsung yang 
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk beberapa 
jenis belanja, maka pcrlu rncnctapkan standar biaya urnum pelaksanaan 
anggaran. 

(21 Standar Biaya Umuru sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam 
Lampiran yang merupakan bagian Lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3; Penctapan Standar Biaya Vmum sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dengan 
berpedoman pada daftar harga pasar, daftar harga dari pcrusahaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(4) Standar Biaya Vmum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bcrfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa; 
b. estimasi prakiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalarn 

pcnyusunan RKPDesa dan APBDesa; 
(5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga yang 

sudah termasuk pajak. 

BAB 11 
STANDARBIAYA lJJ\,fUM 

Pasal 3 
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'--.-ffiAN ARF 
BERJT, AERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR .. ?.'? 

Diundangkan di Rumbia 
pada tanggal, '-o J\f!L•t, 2021 

EKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

4 

2 
3 

NO 202] 
Ditetapkan di Rurnbia 
pada tanggal :Z O .AP ~ • 1..- 

BUPATI BO ,~ 1 

Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan. 
Agar set.iap orang mcngctahui, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan Bupati ini 
dengan rnenempatkannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Bnmbana. 

BABV1 
KETENTUAN PEKUTL:P 

Pasal 7 

Kcgiatan atau Tim yang bersifat khusus dan belum diarur dalam Peraturan Bupati 
ini, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau berdasarkan 
kewenangan dapat. diberikan honorarium yang disesuaikan dengan Standar Biaya 
U mum Daerah. 

BABV 
KETENTUAJ'J LAIN-LAIN 

Pasal 6 

. ;) . 



No. Uraian PMK - Satuan Bl.aya (Rp) 
J • , 4 

I BELANJA HONORARIUM 
1 Honorarium Nlll'llaumber/Penceramah/Pemateri/Pengajar dll 

a -Pakar / Praklisi/ Akadcmisi O.J 1.400.000 - -Pejnbat P.selon l/yru1g disertakan OJ 1.200.000 - - 
-Pejabat J:i;selon II/ yang disertakan 0.1 1.000.000 
-Perabat 1·:~elon Ill /yang disertakan OJ 900.000 
-Pejabat Bselon IV /Y•llll1. disertakan OJ 350.000 

h KP.ynott! 8pr.Rkr:r/PP.mhuka 1\r:A.rri 01( 750.000 
c Moderator OK 250.000 ,- 
d Notulen OK 250.000 
e Pernbawa Acara OK 250.000 
( Roharii\V011 OK 2:30.000 
g PPntlA rnpinj; 01< ?.~0.000 

2 Honorarium Panltla Pelakaana Kell!latan 
a Lama Pelaksanaan I sd 2 Hari OK -rso.oco 

-Pcnanggu ng Jawal, OK '100.000 
-Ketuti/Wsl<il 1<<:tua OK 3::;0.000 
-Sekr¢tari s OK 350.000 
-Ana.,ota OK 350.000 

b Lama Pelaksanaan 3 ad 4 Hari 
-Penanggung Jawab OK 550.000 
Ketua/Wakil Kctua OK G00.000 

-S,•kr~tAris OK 450.()()() 

·AOlll!Oll\ OK 450.000 
c Lamu Pelckecnaan 1 l lari 

-Pcnanggung .Jawab OK 700.()0() 
-Ketua/Wnkll Ketua OK 650.000 
-Sekretaris OK 600.000 
-Ananota OK 600.000 

II BELANJA PER.JALANAl'i DINAS 
1 Belaaja Perjalanan Dlnaa Dalam Kabupaten 

• U1mg Harian Kc1Jtutt Dc,;u OH 150.000 
· Uang Harian Perangkai Deaa OH 150.000 
- Uang PengiJ1apan Kepala Desa OH 250.000 
- Uang Pcnginapan Perangkat Desa OH 250.000 
- Transportasi Malaoleo-Rurnbia Ok 300.000 
• Transportaei Rumbia Tcngatt (Desa Lampata)-Rumb!a Ok 150.000 - 
. Transportasi Kep.Masaloka Raya-Rumbla Ok 300.000 
• Transportasi Rarowatu-Rumbia Ok 125.000 
- Transportaei Rarowatu Utara-Rarowatu Ok 150.000 

Transportasi Lantari Java-Rumbia Ok 150.000 
- Trunsporta si MalauS-u-RumUi1:1 Ok 400.000 
• Transportasi Poleang 't'imur-Rumbia Ok 200.000 
- Transport.asi Poleang Utara-Rumbia Ok 200.000 
· 'fransportasi Polcang Tcngah-Rumbia Ok 250.000 
- Transportasi Poleang Selatan-Rumbia Ok 250.000 
- Transportasi Tntonunu- Rum bia Ok 250.000 
- Transoortasi Poleang'l'engg,,rn-Rumhi,i Ok 275.000 

~I 

STANDAR BIAVA UMUM DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 

: PEAATURAN BUPATI BOMBANA 
: ~4 TAHUN 2021 

'). 0 A fyt 11.- 202 I 
: STANDAR BIAVA UMUM DESA DI KABUPATEN SOMSANA TAHUN 2021 

LAMP!RAN 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 



~ 
No. Uraian PMK 

Satuan Biaya (Rp) 
I 2 3 • 

- Transpcrtasi Poleang-Rumbia Ok 300.000 
- Tra nsportasi Poleang Barat-Rumbia Ok 350.000 
- Transcortasi Kabaena-Rumbia Uk 550.000 
- 1'ransportasi Kabacna Barat-Rumbia Ok 450.000 

Transportasi Kabaeoa Tcngah-Rurnbia Ok 570.000 
- Transportasi Kabcena Utara-Rumbia Ok 550.000 
- Transportasi Kabaena Selatan-Rumbia Ok 550.000 
- Transportasi Kabaena Timur-Rumbia Ok 400_000 

2 Belanja Perjala:nan Dinas Luar Kabnpaten 
- Uang Harian Kades OH 380.000 
- Uang Harian Perangkat IJesa OH 380.000 
- Uang Penginapan Kades OH 786.000 
• Uang Penginapan Perangkar Desa OH 500.000 
- Transpcrtasi Rumbia-Kendari OK 355.000 
- Transoortasi Rumbia-Konawe OK 650.000 

Transportasi Rumbia-Kolaka 01( 700.000 
- 'l'ransportasi Rumbia-Kolaka Tunur OK 800.000 
• Transportasi Rumbia-Kolaka Utara OK 1.000.000 
- Transportasi Rumbia-Konawe Selatan OK 350.000 
- Transportasi Rumbia-Bau Dau OK LSUO.OUU 
- Transportasi Rumbia-Buton OI< 1.700.000 
- Transportasi Rumbia-Muna OK l.200.000 
- Transpcrtasi Rumbia-Wakatobi OK :.1.500 00() 
- Transportaxi Rumbia-Buton Utara OK 1.700.000 
- Transportasi Rumbia Konawe Utara UK 1.000.000 
- Transportasi Rumbia-Konawc Kepulauan OK 1.500.000 
· Transportasi Rumbia-Buton Selatan OK 1.700.000 
· Transportasi Rumbia-Buton Tengah 01< 1.500.000 
- Transportasi Rumbi;,-\1,in;:, A;,rnt OK 1-300.000 

-- 2 Beianja Kursus Pelatihan 
A. Ua.ng Had.an Kepala Desa clan. Pe=ngltat Desa 

• Aceh Oli 360.000 
• Sumatera Utara OH 370.000 
- Riau OH :no_ooo 
- Kepulauan Riau UH 370.000 
- Jambi OH 370.000 
- Su matera Barat OH J80.000 

Sumatera Selatan OH 380.000 
- Lampung OH 380.000 
- Bengkulu OH 380.000 
- Bangka Behrung OH 4l0.000 
- 13amen OH 370.000 

.Jawa Baral OH 430.000 
- D.K.l. Jakarta OH 530.()00 
- -Jawa Tengah OH 370.000 
- fl.I. Yogy;,k;,rt,i OH 420.000 
- Jawa Timur OH 410,000 
- Bali OH 480.000 
• Nusa Tenggara Bara I OH 440.000 
- Nusa 1'enggara Timur OH 430.000 
• Kalirnantan Barat OH 380.000 
- Kalirnantan Tengah OH 360.000 
• Kalimantan Selatan OH 380.000 
- Kalimantan Timur OH 430.000 
- Kalimantan Utara OH 430.000 
- Sulawesi Utara UH ~ J7U.000 

.i 



~ 
No. Uraiao PMK 

Satuan Blaya (Rpl 
I 2 • • 

- Coronlalo 011 370.000 
- Sulawesi Barat OH 410.000 
- Sulawesi $ch.u.u1 OH 430.000 
- Sulawesi T!'nr,A h OH .,70.0()() 
- Maluku OH 380.000 
- Maluku Utaro Oil '130.000 

Papua OH 580.000 
- Pa;m11 &ntl OH 480.000 

B. Ua.ng Harian Keglaun Rapat Pertemuan di Luu Kantor 
- Aceh 011 120.000 

Sumatera Ut.orn 011 130.000 
- ~iau OH 1:10.000 
- Kcputa uan l{iau OH 130.000 
- .Iarnbi OH 130.000 
- Surnatera Flaru1. OH 120.000 
- Sumatera S~lat.an OH 1 2 0. ()()() 
- Lampung OH 130.000 
- Bcngkulu OH 130.000 
- Bangka R<-litnnP, OH 130.000 
- Hanten OH 120.000 
- .Jawa Bara, OH 150.000 
- D.K.I. Jakana OH 180.000 
- -Jawa Tcngah OH 130.000 
- D.I. Yogvakarta OH 180.000 
- .Jawa Timur OH 140.000 

l:lali OH 160.000 
- Nusa Tcn21Zara tiara! OH 150.000 
- Nusa Tcnggara Timur OH 140.000 
- Kalimantnn BArat OH 130.000 
- Kalirnantan Tenzajt OH 120.000 
- Kalimaman Sclaian OH 130.000 
- Kahmantan Fimur OH 150.000 
- Kalimantan Utara OH 150.000 
- Sulawesi Utara OH 130.000 
- Goron talo OH 130.000 
- Sulawesi l:lnrot OH 120.000 
- Sulawesi Sclatan OH IG0.000 
- Sulawes, Tengoh 011 130.000 
- Maluku Utl 120.000 
- Maluku Uwrn 011 130.000 - 
- Papua OH 200.000 
- Papua Ba rRL 011 160.000 

C. Biaya Penglnapao Kepala Oesa dan Penngltat Desa 
- Aceh OH 556.000 
- sumatera Ut.:u-a OH 530.000 
- Riau OH 852.000 
- Kepulauan Riau OH 792.000 

Jam bi OH 5110.000 
- sumatera Bamt OH 650.000 
- Surnatcra Seloton OH 861 000 
- Lampung OH 580.000 
· Bengkulu OH 630.000 
- Bangka Belitung OH 622.000 
- uanten OH 718.000 
- -Jawa Barat OH 570.000 
· D.K.l. Jakarta 011 ' 730.000 

' to-( 
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No. Uraian 

PMK 
Satuan Blaya (RD) 

J 2 3 • 
• .Jawa Tcngah OH 600.000 
· fl I Ynp;y,,kArtR OH 845 ()()() 
- Jawa Timur OH 66'1 000 ~ 
- Bali OH 910.000 
- Nusa Tennznra Banu UH !>80.000 

Nusa Tenggarn Timur OH 550000 
- KAlimnnrnn A:lr.-tt Ofl 538000 
- Kallrnantan Tcngah OH 659 000 
- KahmantAn Selatan OH 540.000 
- Kalimantan Timur OH 804.000 
• Knlim3nL"n Utara orr 804.000 
- R11l;.1\v~~1 lJt:.1n-t Oil 782.000 
- Goren talo oa 764.000 

Sulawesr Bnrat OH 704.000 
- Sulawesi Selatan Oil 732.000 
• Sulawesi Tengah 011 951.000 
• Maluku Oii 766.000 
- Maluku Urara OH 600.000 

Papua OH 829.000 
• Papua Baral OH 718.000 

DI BEL.A.lfJA MAKAN/ MIHUM 
1 Mabn Minum Um.um 

• Makan Minum Tarnu PerBulan 1.000.000 - 
• Makan Mumm Rapar OT 300.000 

2 Makan Min.um Kegiatan 
- Makanan Dos ORO 30.000 
• Makanan Prasmanan ORC: 40.000 

Snack ORG l5.000 
IV BELANJA ALAT TULlS KANTOR DAN DAHAN BACAAN 

1 Belanja Alat Tulis Kantor 
- Alat Tulis Kantor (ATK] OT 600.000 

Cctak dan Penggandaan OT 500.000 - 2 Belaaja Bahan Bacaan 
• Surat Kabar Exp 200.000 

Buku Peraturan Perundang-undnngan Tahun 1.000.000 
v STAMDAR BlAYA SEWA., PElltlELIHARAAN PERALATA.N DAN PERLENGKAPA.N KANTOR 

1 Jua PemeUharaan Peralatan Godung 
- lnventaris Kantor PerUnit 60.000 
- Personal Komputer /Laptop PcrUnlt 600.000 
- AC Split PcrUnit 5.000.000 
- Sound System P(:rUnil L.500.000 

AlaL Listrik Lainnya Pt>r'l'ahun 2.000.000 
- Alai Rumah Tangga Per Unit ~UU.000 

.Jasa LoumJry l'rr'l'ahun l.000.000 
- Censet l'er'l'ahun 1.000.000 
- Primer PcrUrnl 100.000 

2 Suku Cadang Kcuda.nut.n Dina.a 
- Roda Emp01 l'cr'l'ahun 20.000.000 
- Kemlaraan l<oda T1ga I'<: r'J'ahu o '1.000.000 
- Kendaraan Roda Dua r~r'l'ahun 2.000.000 

3 BBM/l'elumas 
Roda Empal Pc·t'f ahun 17.500.000 

- Kendaraan Roda Tiic!a Per'Fahun 3.000.000 ,__ 
- Kerularaan Roda Dull Per'I'ahun ),. 750.000 

f 
~ 



B.TAFD 

No. Uralan 
PIIK 

Satuan Bla:,a (Rp) 
I 2 3 • 

4 Jua Sel"rill 
- Roda Empat Per'l'ahun 7.500.000 
- Kendaraan Roda Tiga Per'l'ahun 1.500.000 
- Kendaraan Roda Dua Per'l'ahun 1.250.000 



Merurnbang : a. bahwa dalam rangka tertib adrninistrasi Pelaksanaan Pengclolaan 
Keuangan Desa yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dcsa dan perlunya pedornan standar bisya bagi 
Pernerintahan Desa dalam Pengelolan Keuangan Desa rnaka, 
perlu ditetapkan standar Biaya Urnum yang discsuaikan 
tcrhadap keburuhan Pemerintah Dcsa: 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalam 
huruf a perlu menetapkan Pcraturan Bupati tenrang Sta.ndar 
Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Bombana. 

Mengingal : I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ieutang Pcmbenrukan 
Kabupatcn Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 l'I, Tarnbahan 
Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pcraruran Pcrundang-Undangon sebagaimana telah diubah 
dengan lJndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 1ahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teruang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah bcbcrapa kuli, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia iahun 20 J :'i Nomor 58, Tambahan Lem ha ran Negara 
Republik lndonesia Nornor 5679); 

o. Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraiuran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
(Lernburan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana Lelah diubah dengan Pcraturan Pernerintah Nomor 
l 1 Tahun 2019 Lentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan 

DENGAN RAHMAT TUIJAN YANG MAHA ESA 
BUPATI ROMBANA. 

STANDAR BlAYA UMUM OESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 

TENT ANG 

TAHUN 2021 NOMOR 34 

BUPATJ BOMBANA 
P er s SULAWESI TENGG ~RA 

PERATURAN BCPATI SOMSANA 

- 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah ada1ah Pemeriritah Kabupaten Bombana, 
3. Bupati adalah Bupati ~ombana. 
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjurnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnerniliki 
batas wilayah yang bcrwenang untuk mengatur dan mengurus ur usun 
pemerintahan, kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan ·r 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG STAND,'\R BIAYA UMUM 
DESA DJ KABUPATEM BOMBANA TAHUN 2021 

Menetapkan 

MEMUTUSK.AN: 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bcrsurnbcr dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 168, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tcntang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembenrukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraruran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Perubahan Atas Peraruran Menleri Dalarn Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 611); 

9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Alas Usul dan Kewenangan 
LokaJ Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Bombana Nornor 55 Tahun 2020 tcntang pcrubahan atas 
Peraurran Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Alas Usu! dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa; 

10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupari Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Bupati Bornbana Nornor 60 Tahun 
2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa; 

11. Peraturan Bupati Bombana Nornor 6 Tahun 2020 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perncrintah Dcsa; 

12. Peraturan Bupari Bornbana Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Tatu Cara Perrgadaan Barang/Jasa di Desa. 
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